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Abstract The dualism of absolute competence in the Indonesian justice system, 

particularly regarding general crimes committed by Indonesian National Armed 

Forces (TNI) personnel, leaves behind legal disparities that undermine the principle 

of justice. This article analyzes the legal synchronization of military justice through 

the Due Process Approach, which addresses not only procedural aspects but also the 

substance of judicial independence. The research method used is normative juridical 
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with a statutory and conceptual approach. The results indicate that to realize Social 

Justice, it is necessary to reposition the jurisdiction of TNI personnel to general 

courts for non-military crimes. This is because the exclusivity of military justice is 

currently hampered by a command structure that affects the impartiality of judges. 

This article offers a solution through strengthening the connectivity mechanism by 

positioning the Attorney General as dominus litis to end impunity and ensure 
equality before the law. 

 

Keywords: Military Justice; Due Process Approach; Social Justice; Equality Before 

the Law. 

 

Abstrak Dualisme kompetensi absolut dalam sistem peradilan di Indonesia, 

khususnya terkait tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, 

menyisakan persoalan disparitas hukum yang mencederai prinsip keadilan. 

Artikel ini menganalisis sinkronisasi yuridis peradilan militer melalui Due Process 

Approach yang tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga substansi 

independensi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Social Justice, diperlukan 

reposisi yurisdiksi prajurit TNI ke peradilan umum untuk tindak pidana non-

militer. Hal ini dikarenakan eksklusivitas peradilan militer saat ini masih 

terhambat oleh struktur komando yang memengaruhi imparsialitas hakim. 

Artikel ini menawarkan solusi melalui penguatan mekanisme koneksitas dengan 

menempatkan Jaksa Agung sebagai dominus litis untuk mengakhiri impunitas dan 

menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

 

Kata kunci: Peradilan Militer; Due Process Approach; Social Justice; Equality 

Before the Law. 

 

A. Pendahuluan 
Konstitusi Indonesi|a deng|an teg|as meny|at|ak|an j|amin|an |ak|an prinsip 

keset|ar|a|an di h|ad|ap|an hukum untuk seluruh w|arg|a neg|ar|a, t|anp|a |ad|any|a 

perl|aku|an |at|au pengecu|ali|an |ap|apun.1 Amanat reformasi 1998 telah meletakkan 

batu pijakan penting bagi reposisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kembali 

pada jati dirinya sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Salah satu agenda 

krusial yang belum tuntas hingga saat ini adalah reformasi sistem peradilan militer. 

Perdebatan mengenai reformasi ini seringkali terjebak pada dikotomi antara 

kebutuhan menjaga kedaulatan institusi militer (disiplin keprajuritan) versus 

supremasi hukum sipil. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, inti persoalannya 

 
1 Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, “Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah 
Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain),” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & 
Family Studies 6, no. 1 (June 2024), https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082. 
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terletak pada pemenuhan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 

N|amun, d|al|am implement|asiny|a, struktur hukum di Indonesi|a mengen|al 

diferensi|asi yurisdiksi mel|alui keber|ad|a|an institusi militer y|ang memiliki 

k|ar|akteristik unik.2 Seb|ag|ai fond|asi pert|ah|an|an neg|ar|a, |angk|at|an bersenj|at|a 

h|arus menj|ag|a disiplin d|an sel|alu d|al|am ke|ad|a|an si|ap, sehingg|a terbentukl|ah 

su|atu sistem per|adil|an tersendiri y|ang sec|ar|a filosofis ber|ak|ar p|ad|a pemelih|ar|a|an 

disiplin d|an m|anf|a|at b|agi militer, sert|a sec|ar|a sosiologis mencermink|an pol|a 

kehidup|an komunit|as y|ang terpis|ah d|ari m|asy|ar|ak|at sipil.  

P|as|al 24 |Ay|at (2) Und|ang-Und|ang D|as|ar 1945 menet|apk|an yurisdiksi militer 

seb|ag|ai s|al|ah s|atu b|ad|an per|adil|an eksekutif di b|aw|ah M|ahk|am|ah |Agung. Und|ang-

Und|ang Nomor 31 T|ahun 1997 tent|ang Yurisdiksi Militer, d|al|am P|as|al 9, 

menet|apk|an b|ahw|a yurisdiksi peng|adil|an militer ditentuk|an berd|as|ark|an objek 

und|ang-und|ang.3 Konsekuensiny|a, seluruh perbu|at|an pid|an|a y|ang dil|akuk|an oleh 

|anggot|a militer, term|asuk kej|ah|at|an y|ang bersif|at umum, dit|ang|ani mel|alui 

prosedur per|adil|an militer, mul|ai d|ari t|ah|ap penyelidik|an d|an penyidik|an oleh 

Polisi Militer d|an Oditur, hingg|a pemeriks|a|an d|an pemutus|an perk|ar|a oleh H|akim 

Militer. 

N|amun, d|al|am pr|aktikny|a, sistem ini mel|ahirk|an problem|atik|a du|alisme 

y|ang memicu perdeb|at|an terk|ait r|as|a ke|adil|an sosi|al (soci|al justice). Keberadaan 

peradilan militer yang masih memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana 

umum—seperti penganiayaan, pembunuhan, atau korupsi—yang dilakukan oleh 

prajurit terhadap warga sipil, menciptakan kesan adanya diskriminasi hukum dan 

privilese kelompok. Hal ini mencederai "struktur dasar masyarakat" karena 

menciptakan disparitas perlakuan hukum berdasarkan status subjek hukumnya, 

bukan berdasarkan hakikat dari tindak pidana yang dilakukan. d|an dinil|ai 

menceder|ai prinsip ke|adil|an b|agi korb|an sipil k|aren|a belum sepenuhny|a 

mendukung peng|aw|as|an sipil |at|as militer sesu|ai m|and|at reform|asi.4 

Penulis berargumen bahwa Social Justice (Keadilan Sosial), sebagaimana 

dipopulerkan oleh John Rawls melalui konsep Justice as Fairness, hanya dapat 

terwujud jika institusi hukum mendistribusikan hak dan beban secara setara. Ketika 

seorang prajurit mendapatkan "proteksi" melalui peradilan eksklusif yang 

hakimnya masih merupakan bagian dari struktur komando, maka keadilan bagi 

korban sipil menjadi terpinggirkan. Oleh karena itu, sinkronisasi yuridis terhadap 

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan sekadar keinginan politis, 

 
2 Julu Parningotan, “Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law,” Panji 
Keadilan 4, no. 2 (June 2021). 
3 Arief Fahmi Lubis, “Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum,” Al 
Yazidiy 3, no. 1 (May 2021). 
4 Aditya Wicaksono, Parluhutan Sagala, and Ahmad Jaeni, “Penerapan Asas Kepentingan Militer Terhadap 
Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia,” Jurnal 
Mahasiswa Humanis 5, no. 1 (2025). 
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melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem hukum nasional 

dengan standar hak asasi manusia dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang 

imparsial. 

Ketid|aksesu|ai|an ini menuntut |ad|any|a sinkronis|asi yuridis y|ang tid|ak h|any|a 

melih|at |aspek leg|al-form|al, tet|api jug|a menyentuh |aspek Due Process |Appro|ach. 

Pendek|at|an ini diperluk|an untuk menj|amin b|ahw|a seti|ap proses hukum, b|aik di 

lingkung|an militer m|aupun umum, memenuhi st|and|ar ke|adil|an subst|antif y|ang 

menc|akup kep|asti|an hukum (rechtssicherheit), kem|anf|a|at|an (zweckmässigkeit), 

d|an ke|adil|an ny|at|a (d|as recht).5 Peneliti|an ini merujuk p|ad|a 5 (lim|a) peneliti|an 

terd|ahulu y|ang digun|ak|an seb|ag|ai komp|ar|asi untuk memet|ak|an pers|am|a|an sert|a 

perbed|a|an posisi |ak|ademik. |Ad|apun d|aft|ar peneliti|an terd|ahulu y|ang relev|an 

d|al|am k|aji|an ini |ad|al|ah seb|ag|ai berikut:  

T|abel 1. Peneliti|an Terd|ahulu 

No 
N|am|a 

Penulis 
Judul Fokus Peneliti|an Keter|ang|an 

1 Putri d|an L|ay|ang 

(2022) 

Peng|atur|an Due Process of 

L|aw d|al|am Sistem 

Per|adil|an Pid|an|a Indonesi|a 

Gun|a Memenuhi H|ak 

|As|asi M|anusi|a 

Peneliti|an ini 

berfokus p|ad|a 

Due Process of 

L|aw d|al|am 

per|adil|an pid|an|a 

H|asil peneliti |an 

mengk|aji 

pener|ap|an Due 

Process of L|aw 

d|al|am sistem 

per|adil|an pid|an|a 

Indonesi|a untuk 

memenuhi h|ak 

|as|asi m|anusi|a. 6 

2 Jun|aedi d|an 

Moekl|as (2022)  

Keduduk|an d|an Yurisdiksi 

Per|adil|an Militer P|asc|a 

Und|ang-Und|ang Republik 

Indonesi|a Nomor 34 T|ahun 

2004 Tent|ang Tent|ar|a 

N|asion|al Indonesi|a 

Meng|an|alisis 

keduduk|an d|an 

yurisdiksi 

per|adil|an militer 

p|asc|a berl|akuny|a 

Und|ang-Und|ang 

Nomor 34 T|ahun 

2004 tent|ang 

Tent|ar|a N|asion|al 

Indonesi|a (TNI). 

Peneliti|an ini 

memfokusk|an 

H|asil peneliti |an 

menyimpulk|an 

b|ahw|a meskipun 

P|as|al 65 |Ay|at (2) 

UU TNI 

meng|am|an|atk|an 

pr|ajurit y|ang 

mel|akuk|an tind|ak 

pid|an|a umum 

tunduk p|ad|a 

per|adil|an umum, 

n|amun sec|ar|a 

 
5 Parluhutan Sagala and Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer  Dalam Kekuasaan Kehakiman Di 
Indonesia, n.d. 
6 Komang Ariyani Putri and I Wayan Bela Siki Layang, “Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia,” Jurnal Harian Regional 10, no. 10 (2022). 
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p|ad|a 

pertent|ang|an 

|atur|an mengen|ai 

pr|ajurit TNI y|ang 

mel|akuk|an tind|ak 

pid|an|a umum. 

yuridis per|adil|an 

militer m |asih 

berwen|ang 

meng|adili tind|ak 

pid|an|a umum 

m|aupun militer. 

H|al ini 

dik|aren|ak|an 

P|as|al 9 |Ay|at (1) 

UU Nomor 31 

T|ahun 1997 

tent|ang Per|adil|an 

Militer belum 

diub|ah d|an m|asih 

berl|aku seb|ag|ai 

d|as|ar yurisdiksi 

ut|am|a.7 

3 Hutomo d|an Soge 

(2021)  

Perspektif Teori Sistem 

Hukum d|al|am 

Pemb|ah|aru|an  Peng|atur|an 

Sistem Pem|asy|ar|ak|at|an 

Militer 

Tuju|an 

peneliti|an y|aitu 

pemb|ah|aru|an 

sistem 

pem|asy|ar|ak|at|an 
militer. 

H|asil peneliti|an 

menunjukk|an 

|ad|any|a 

penggun|a|an 

perspektif teori 

sistem hukum 

untuk 

pemb|ah|aru|an 

peng|atur|an sistem 

pem|asy|ar|ak|at|an 

militer.8 

4 |Ad|am d|an Tri|adi 

(2025)  

Du|alisme Yurisdiksi 

Per|adil|an Militer d|an 

Umum d|al|am Pen|ang|an|an 

Pel|angg|ar|an H|AM oleh 

TNI 

Du|alisme 

Yurisdiksi 

Per|adil|an Militer  

d|an Umum d|al|am 

Pen|ang|an|an 

Pel|angg|ar|an 

H|AM oleh TNI 

H|asil peneliti|an 

menunjukk|an 

b|ahw|a du|alisme 

yurisdiksi 

menyeb|abk|an 

lem|ahny|a 

peneg|ak|an H|AM 

d|an membuk|a 

 
7 Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, “Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” Jurnal Magister 
Ilmu Hukum ‘DEKRIT’ 12, no. 1 (2022). 
8 Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan 
Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer,” Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no. 1 
(2021). 
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ru|ang impunit|as, 

sehingg|a 

diperluk|an 

reform|asi 

per|adil|an militer, 

pengu|at|an 

peng|aw|as|an 

ekstern|al, sert|a 

peneg|as|an 

yurisdiksi |ag|ar 

perlindung|an h|ak 

korb|an d|ap|at 

terwujud sec|ar|a 

|adil d|an 

tr|ansp|ar|an.9 

5 Rahayu dan Triadi 

(2025)  

Dualisme Peradilan Militer 

dan Peradilan Umum: 

Problematika dan Urgensi 

Reformasi 

Problematika 

kewenangan 

peradilan militer 

dalam mengadili 

tindak pidana 

umum oleh 

anggota TNI 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kewenangan 

peradilan militer 

dalam menangani 

tindak pidana 

umum 

bertentangan 

dengan prinsip 

equality before the 

law dan semangat 

reformasi hukum, 

sehingga revisi 

Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 

1997 menjadi 

kebutuhan 

mendesak.10 

 

|Inst|itus|i m|il|iter d|ipandang sebaga|i lembaga yang mem|il|ik|i karakter|ist|ik 

tersend|ir|i karena fungs|i dan kedudukannya yang khusus dalam s |istem 

 
9 Chelsea Kairadinda Adam and Irwan Triadi, “Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam 
Penanganan HAM Oleh TNI,” Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 14, no. 6 (2025), 
doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461. 
10 Cantika Tresna Rahayu and Irwan Triadi, “Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: 
Problematika Dan  Urgensi Reformasi,” Media Hukum Indonesia 3, no. 2 (June 2025): 410–16. 
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ketatanegaraan. Kekhasan tersebut menuntut adanya jam |inan terhadap 

ked|is|ipl|inan serta kes|iaps|iagaan set|iap anggotanya dalam menghadap |i berbaga|i 

ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Oleh karena |itu, set|iap 

pelanggaran d|is|ipl|in yang d|ilakukan oleh personel m|il|iter, terleb|ih yang berbentuk 

t|indak p|idana, akan d|ikena|i sanks|i melalu|i proses pemer|iksaan dan perad|ilan 

khusus, yakn|i perad|ilan m|il|iter. Secara f|ilosof|is dan sos|iolog|is, perad|ilan m|il|iter 

juga mem|il|ik|i s|ifat yang khas karena d|ituntut untuk menjaga kese|imbangan antara 

penerapan pr|ins|ip kead|ilan yang bers|ifat un|iversal dengan kebutuhan khusus 

organ|isas|i m|il|iter. 11 

Sampa|i saat |In|i penanganan kasus pelanggaran hukum atau kejahatan yang 

mel|ibatkan anggota TN|I sebaga|i pelaku, d|i mana proses perad|ilannya d|ilakukan d|i 

pengad|ilan m|il|iter. Namun, proses pengad |ilan m|il|iter untuk anggota m|il|iter yang 

terl|ibat dalam kejahatan b|iasa oleh masyarakat s|ip|il d|ianggap bertentangan dengan 

pr|ins|ip kead|ilan dan keterbukaan, serta penuh dengan konfl|ik kepent|ingan. 

Perad|ilan m|il|iter harus mampu memenuh|i unsur kead|ilan (das recht), kepast|ian 

hukum (rechtss|icherhe|it), dan kemanfaatan (zweckmäss|igke|it atau ut|il|itas) yang 

selama |in|i d|ianggap belum terpenuh|i. 12 

|Ident|if|ikas|i terhadap masalah dalam penel|it|ian |in|i adalah terdapatnya 

masalah regulasi, masalah struktur dan masalah kultur dalam sistem peradilan 

militer sehingga mengarahkan tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi, 

analisis dan merumuskan upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan 

Militer berbasis Due Process Approach dalam mewujudkan social justice. 

B. Metode 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi hukum normatif atau 

penelitian doktrinal yang memanfaatkan metode pengumpulan data melalui kajian 

pustaka terhadap sumber-sumber yang mencakup bahan hukum utama, sekunder, 

serta tersier. Pendekatan yang dipakai terdiri dari Pendekatan Perundang-

undangan dengan cara menganalisis serta meneliti peraturan-peraturan yang 

relevan dengan isu hukum yang dibahas, serta Pendekatan Konseptual yang 

melibatkan pemikiran dan perspektif dari para pakar hukum untuk memahami 

dasar-dasar konsep hukum yang mendasari suatu regulas|i. 

Sumber data penel|it|ian d|iuj|i val|id|itasnya dengan mempergunakan metode cross 

check tr|iangulas|i.13 Metode anal|is|is bahan hukum d|ilakukan dengan model anal|is|is 

kual|itat|if secara dedukt|if untuk menganal|is|is log|ika dan argumentas|i hukum 

 
11  Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait et al., “Proses Penegakan Disiplin Dan Penyelesaian Sengketa Di 
Lingkungan Militer ( Tindak Disiplin Dalam Kegiatan Militer ),” Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 4 
(2024): 811–15, https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286. 
12 Julu Parningotan, “Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law,” Panji 
Keadilan 4, no. 2 (June 2021). 
13 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian 
Kontemporer, 1st ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006). 



148           IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 5(3) 2025 

 

 

berdasarkan asas hukum dan teor|i hukum berka|itan dengan perad|ilan m|il|iter, 

doktr|in hukum yang membahas mengena|i Due Process of Law, dual|isme s|istem 

perad|ilan, dan perspekt|if kead|ilan sos|ial (soc|ial just|ice). 

Karena art|ikel |in|i merupakan Art|ikel Kepustakaan (Rev|iew Art|icle) maka 

top|ik yang d|ianal|is|is hanya d|ibatas|i pada anal|is|is terhadap s|inkron|isas|i yur|id|is 

antara s|istem perad|ilan m|il|iter dan s|istem perad|ilan umum, dalam konteks 

penerapan pr|ins|ip Due Process of Law yang menjam|in hak-hak terdakwa dan asas 

kead|ilan hukum, serta d|it|injau dar|i perspekt|if soc|ial just|ice sebaga|i pr|ins|ip dasar 

dalam s|istem hukum demokrat|is. Teor|i dan hukum yang d|igunakan untuk 

menganal|is|is top|ik dalam penel|it|ian |in|i adalah Teor|i Kedaulatan Hukum d|i mana 

kekuasaan yang pal|ing t|ingg|i ada pada hukum yang berlaku d |i suatu negara juga 

Teor|i Negara Hukum (Rule of Law) yang merupakan konsep d |i mana 

penyelenggaraan negara menempatkan hukum sebaga|i otor|itas tert|ingg|i sebaga|i 

upaya untuk menjam|in kead|ilan dan mel|indung|i hak-hak |ind|iv|idu terhadap 

kesewenang-wenangan yang dapat d |ilakukan oleh p|ihak penguasa. Sela|in |itu juga 

d|igunakan teor|i Kekhususan Perad|ilan (Spec|ial Court Theory) yang member|ikan 

penjelasan sebaga|i dasar pembentukan badan perad |ilan yang mem|il|ik|i kompetens|i 

terbatas dan eksklus|if untuk menangan|i perkara tertentu atau golongan 

masyarakat tertentu yang t|idak dapat d|iselesa|ikan secara efekt|if oleh perad|ilan 

umum. 

Keterbatasan yang ada pada penel|it|ian |in|i adalah kurangnya kedalaman 

analisis karena sulitnya untuk memperoleh data yang lengkap tentang praktik 

pelaksanaan peradilan militer jika hanya dengan melakukan analisis terhadap 

putusan hasil peradilan militer terhadap kasus yang sudah inkrah melalui studi 

kepustakaan. 

C. Hasil dan Pembahasan 
1. Sinkronisasi Dualisme dalam Peradilan Militer 

Perbedaan norma dalam peraturan perundang-undangan mungkin menjadi 

sumber praktik dualisme dalam pelaksanaan sidang pengadilan militer. Menurut 

Pasal 65 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia, prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di 

pengadilan umum. Sebaliknya, kasus yang dianggap sebagai tindak pidana militer 

akan diadili di pengadilan militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Kewenangan Peradilan Militer, Pasal 9 ayat 1 menetapkan bahwa 

pengad|ilan m|il|iter bertanggung jawab atas semua t |indak p|idana, ba|ik m|il|iter 

maupun umum, yang d|ilakukan oleh prajur|it selama tugasnya.  

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

“prajur|it tunduk pada kekuasaan perad |ilan m|il|iter dalam hal pelanggaran hukum 

p|idana m|il|iter dan hukum p|idana umum.” J|ika ketentuan tersebut d|itafs|irkan 

berdasarkan makna kebahasaan, dapat d |ipaham|i bahwa anggota TN|I secara 
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keseluruhan d|itempatkan d|i bawah yur|isd|iks|i perad|ilan m|il|iter tanpa adanya 

pembedaan atas jen|is t|indak p|idana yang d|ilakukan. Penggunaan kata penghubung 

“dan” dalam rumusan Pasal 65 ayat (1) menunjukkan bahwa ba |ik t|indak p|idana 

m|il|iter maupun t|indak p|idana umum sama-sama termasuk dalam kewenangan 

perad|ilan m|il|iter. Dar|i perspekt|if hukum, pernyataan |in|i harus d|ipert|imbangkan 

bersamaan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehak|iman, yang menetapkan bahwa 

pengad|ilan m|il|iter merupakan bag|ian pent|ing dar|i s|istem perad|ilan nas|ional dan 

mem|il|ik|i otor|itas khusus untuk menangan|i personel m|il|iter. Namun, pr|ins|ip-

pr|ins|ip konst|itus|ional sepert|i kesetaraan d|i hadapan hukum dan jam|inan proses 

perad|ilan yang ad|il dan t|idak mem|ihak harus menjad|i dasar untuk menerapkan 

ketentuan |in|i. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perad |ilan M|il|iter mengatur 

secara komprehens|if penyelenggaraan perad|ilan m|il|iter d|i |Indones|ia. Melalu|i 

undang-undang |in|i, perad|ilan m|il|iter d|iber|ikan kewenangan untuk memer|iksa dan 

mengad|il|i anggota m|il|iter, khususnya prajur|it Tentara Nas|ional |Indones|ia, yang 

melakukan t|indak p|idana, ba|ik yang berka|itan langsung dengan kepent|ingan 

kem|il|iteran maupun yang bers |ifat p|idana umum. Pengaturan tersebut 

d|imaksudkan untuk menjaga ked|is|ipl|inan, |integr|itas, serta kred|ib|il|itas |inst|itus|i 

m|il|iter beserta seluruh personelnya, sekal|igus menjad|i |instrumen pengawasan 

hukum agar set|iap prajur|it TN|I senant|iasa bert|indak sesua|i dengan ketentuan 

hukum dan t|idak melakukan perbuatan p|idana. 

Pr|ins|ip "lex spec|ial|is derogat leg|i general|i" d|ipaham|i sebaga|i pr|ins|ip hukum 

yang d|itegaskan bahwa aturan khusus leb|ih utama dar|i aturan umum j|ika keduanya 

mengatur hal yang sama. Dalam konteks yur|isd|iks|i m|il|iter d|i |Indones|ia, pr|ins|ip |in|i 

ser|ing d|igunakan sebaga|i dasar untuk terus menundukkan prajur|it Angkatan 

Bersenjata |Indones|ia yang telah melakukan pelanggaran umum ke yur|isd|iks|i 

m|il|iter, karena adanya pengaturan khusus yang secara ekspl |is|it mengatur subjek 

m|il|iter beserta kewenangan perad |ilannya. Pendekatan tersebut berangkat dar |i 

pos|is|i m|il|iter sebaga|i subjek hukum yang mem|il|ik|i kekhasan tersend|ir|i dan berada 

dalam s|istem hukum khusus, termasuk KUHP M|il|iter serta Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Yur|isd|iks|i M|il|iter. Penerapan asas |in|i d|itujukan agar proses 

penegakan hukum tetap efekt|if dan sejalan dengan struktur organ |isas|i, pr|ins|ip 

ked|is|ipl|inan, serta tatanan keh|idupan yang berlaku d|i l|ingkungan m|il|iter. 

Ak|ibat belum adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Perad|ilan M|il|iter 

agar searah dengan Undang-Undang tentang TN|I, prakt|ik yang berjalan h|ingga k|in|i 

memperl|ihatkan bahwa prajur|it yang terbukt|i melakukan t|indak p|idana umum 

sepert|i pembunuhan, korups|i, atau pengan|iayaan terhadap warga s|ip|il mas|ih 

d|itangan|i melalu|i jalur perad|ilan m|il|iter. Dalam pelaksanaannya, asas lex spec|ial|is 

tampak d|iterapkan melalu|i berbaga|i putusan pengad|ilan m|il|iter yang tetap 

memer|iksa dan memutus perkara terhadap prajur|it yang mas|ih akt|if berd|inas, 
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mesk|ipun perbuatan yang d |ilakukan termasuk kategor|i kejahatan umum, sepert|i 

pembunuhan dan t|indak p|idana korups|i. Gambaran prakt|ik tersebut dapat 

d|ijumpa|i, antara la|in, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/P |id Tahun 

2015. Sela|in |itu, s|istem hukum m|il|iter juga mem|il|ik|i karakter|ist|ik khusus, antara 

la|in melalu|i pengaturan mengena|i d|is|ipl|in m|il|iter serta keberadaan Atasan yang 

Berhak Menghukum (Ankum), yang semak|in menegaskan kekhasan rez|im hukum 

m|il|iter. Hal |in|i menunjukkan bahwa hukum m|il|iter beroperas|i sebaga|i suatu 

s|istem yang berd|ir|i send|ir|i dan ter|integras|i, ba|ik dar|i s|is|i norma maupun struktur 

kelembagaannya. Kond|is|i tersebut kemud|ian mem|icu perdebatan d|i tengah 

masyarakat s|ip|il, khususnya dar|i kalangan korban t|indak p|idana yang mel|ibatkan 

anggota m|il|iter. Perhat|ian utama masyarakat, terutama p|ihak s|ip|il, tertuju pada 

mas|ih d|ipertahankannya kewenangan perad |ilan m|il|iter untuk mengad|il|i prajur|it 

yang melakukan t|indak p|idana umum, sebaga|imana tercerm|in dalam ketentuan 

Pasal 2 K|itab Undang-Undang Hukum P|idana M|il|iter (KUHPM).14 D|i mata 

masyarakat, perad|ilan m|il|iter kerap d|ipandang sebaga|i bentuk perad|ilan khusus 

yang bers|ifat eksklus|if dan cenderung tertutup, seh|ingga prosesnya sul|it d|iawas|i 

secara langsung oleh publ|ik. Keadaan tersebut men|imbulkan berbaga|i pen|ila|ian 

kr|it|is, khususnya yang berka|itan dengan penerapan pr|ins|ip equal|ity before the law. 

Perseps|i |in|i muncul karena dalam prakt|iknya anggota m|il|iter yang melakukan 

t|indak p|idana umum tetap d|iad|il|i melalu|i perad|ilan m|il|iter, mesk|ipun perbuatan 

tersebut t|idak berhubungan dengan pelaksanaan tugas kem |il|iteran dan bahkan 

men|imbulkan korban dar|i kalangan masyarakat s|ip|il. 

Pelaksanaan Keputusan MPR Nomor V|I|I/MPR Tahun 2000, bersama dengan 

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TN|I, menegaskan 

kembal|i bahwa prajur|it yang melaksanakan t|indak p|idana umum harus menjalan|i 

proses perad|ilan umum. Namun, pelaksanaan ketentuan |in|i mas|ih d|ianggap kurang 

opt|imal, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang yur|isd|iks|i m|il|iter 

belum d|irev|is|i atau d|igant|i dengan peraturan baru. Ak|ibatnya, prakt|ik dual|isme 

dalam s|istem perad|ilan terus berlanjut. Keputusan MPR Nomor V|I|I/MPR Tahun 

2000 send|ir|i menegaskan kembal|i bahwa pelanggaran hukum m |il|iter berada d|i 

bawah yur|isd|iks|i pengad|ilan m|il|iter, sementara pelanggaran hukum p|idana umum 

yang d|ilakukan oleh personel m|il|iter harus d|iad|il|i oleh pengad|ilan umum. Mesk|i 

dem|ik|ian, terdapat dua prasyarat yang harus d |ipenuh|i sebelum ketentuan baru 

tersebut dapat d|ilaksanakan secara efekt|if. Pertama, pengad|ilan umum harus s|iap 

secara |inst|itus|ional dan prosedural untuk menangan|i semua tahapan proses 

hukum, mula|i dar|i penyel|id|ikan dan penuntutan h|ingga pers|idangan pelaku t|indak 

p|idana m|il|iter. Kedua, ketentuan |in|i hanya dapat d|iterapkan setelah penyusunan 

dan pengesahan undang-undang baru tentang yur|isd|iks|i m|il|iter, yang 

menggant|ikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Yur|isd|iks|i M|il|iter.  

 
14 Tiarsen Buaton et al., “Diskursus Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum,” Jurnal Studi 
Multidisiplin Ilmu 2, no. 1 (2024): 11–22, https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3515. 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konst|itus|i Nomor 87/PUU-XX|I Tahun 2023, 

perbuatan p|idana yang bers|ifat umum dan d|iperlakukan oleh anggota m|il|iter 

dengan mel|ibatkan warga s|ip|il seharusnya berada dalam l|ingkup kewenangan 

perad|ilan umum.15 Dengan d|ilakukannya proses perad|ilan m|il|iter apalag|i t|idak 

adanya mekan|isme klar|if|ikas|i yur|isd|iks|i yang transparan akan membuat 

keputusan untuk  melakukan perad|ilan m|il|iter pada anggota m|il|iter yang 

melakukan t|indak p|idana dengan korban warga s|ip|il leb|ih bers|ifat d|iskres|ioner 

dan dapat d|iduga d|ipengaruh|i h|ierark|i |inst|itus|i dalam TN|I. Putusan Mahkamah 

Konst|itus|i (MK) Nomor 87/PUU-XX|I/2023 memperkuat dukungan untuk 

memperluas kewenangan lembaga penegak hukum umum, sepert |i KPK atau 

Kepol|is|ian, dalam mengusut t|indak p|idana d|i l|ingkungan m|il|iter, yang sebelumnya 

terbatas oleh yur|isd|iks|i perad|ilan m|il|iter.  

Proses perad|ilan m|il|iter umumnya d|ilakukan secara |internal bahkan secara 

tertutup dan kurang adanya part|is|ipas|i dar|i masyarakat atau lembaga s|ip|il yang 

terka|it sepert|i m|isalnya Amnesty |Internat|ional |Indones|ia, Human R|ights Watch, 

Kontras, |Impars|ial, Komnas HAM, |ICW dan |ICJR untuk melakukan pemantauan dan 

pengawasan dalam proses perad|ilan m|il|iter. Hal |in|i menyebabkan masyarakat s|ip|il 

yang menjad|i korban t|indak pudana umum yang d|ilakukan oleh anggota m|il|iter 

kurang memperoleh akses ke pencapa|ian kead|ilan yang setara karena proses 

hukum yang d|ilakukan dalam perad|ilan m|il|iter dengan part|is|ipas|i publ|ik yang 

rendah dan dugaan bahwa  |independens|i Perad|ilan M|il|iter ser|ing d|ipertanyakan 

karena hak|imnya berasal dar|i kalangan akt|if TN|I yang secara struktural berada d |i 

bawah komando |inst|itus|i m|il|iter. Kond|is|i dem|ik|ian d|ianggap menjad|i sebab 

munculnya konfl|ik kepent|ingan, d|i mana ked|inasan (m|il|iter) dan keset|iaan 

terhadap |inst|itus|i ser|ingkal|i leb|ih pent|ing dar|ipada pr|ins|ip pengad|ilan yang 

berpegang pada equal|ity before the law. 

Sela|in |itu dengan adanya s|istem perad|ilan dalam l|ingkungan m|il|iter yang 

cenderung tertutup dan sul|it d|iakses masyarakat umum d|itambah kurangnya 

pengawasan dar|i eksternal m|il|iter memudahkan untuk terjad |inya rekayasa 

putusan yang cenderung d|ianggap kurang ad|il bag|i p|ihak korban. Bahkan leb|ih jauh 

lag|i secara umum masyarakat kurang percaya j |ika proses perad|ilan m|il|iter dapat 

bers|ikap |independen terutama dalam penanganan masalah pelanggaran HAM 

dengan korban warga s|ip|il.16 Penyelenggaraan perad|ilan m|il|iter selama |in|i kerap 

d|in|ila|i belum sepenuhnya mencerm|inkan pr|ins|ip keterbukaan dan akuntab |il|itas. 

S|ituas|i |in|i kemud|ian d|ianggap bertentangan dengan art|i dan penafs|iran Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa set |iap warga negara 

 
15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023,” 
vol. 4 (Jakarta, 2023). 
16 Fahri Audhia Haifiez, “Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah Dalam Konteks HAM,” MetroTV, 
April 27, 2024, https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzREp-sistem-peradilan-militer-disebut-
bermasalah-dalam-konteks-ham. 
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mem|il|ik|i kedudukan yang sama d|i hadapan hukum dan pemer|intah, dan semua 

orang harus mematuh|i hukum tanpa kecual|i. Pen|ila|ian kr|it|is |in|i menjad|i semak|in 

kuat terutama ket|ika perkara yang d|itangan|i berka|itan dengan dugaan pelanggaran 

hak asas|i manus|ia. 

Ket|idakjelasan mengena|i batas yur|isd|iks|i antara perad|ilan m|il|iter dan 

perad|ilan umum menc|iptakan kemungk|inan munculnya keb|ingungan dalam 

penegakan hukum, terutama j|ika mel|ibatkan anggota m|il|iter sebaga|i pelaku dan 

warga s|ip|il sebaga|i p|ihak yang d|irug|ikan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang TN|I menegaskan bahwa prajur|it TN|I yang melakukan 

t|indak p|idana umum seharusnya d|iproses melalu|i perad|ilan umum. Namun, 

ketentuan |in|i belum sepenuhnya dapat d |ijalankan karena Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Perad |ilan M|il|iter mas|ih member|ikan kewenangan yang 

sangat luas kepada perad|ilan m|il|iter. Ak|ibatnya, h|ingga saat |in|i pengad|ilan m|il|iter 

mas|ih menangan|i berbaga|i perkara p|idana umum yang mel|ibatkan anggota m|il|iter. 

Ket|idakjelasan mekan|isme penentuan batas yur|isd|iks|i tersebut dalam praktik 

sering kali diputuskan melalui struktur hierarki militer dan berlangsung secara 

tertutup.  Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana 

umum, karena seluruh prosesnya tetap berada dalam lingkup peradilan militer.17 

Yurisdiksi pengadilan militer dikukuhkan kembali dalam Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang memberikan wewenang kepada 

pengadilan militer untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman terhadap anggota 

angkatan bersenjata. Namun, perubahan hukum yang sedang berlangsung melalu|i 

Keputusan MPR Nomor V|I|I/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

menunjukkan keb|ijakan baru yang bertujuan untuk mem|isahkan yur|isd|iks|i. Dalam 

hal |in|i, pelanggaran yang berka|itan dengan masalah m|il|iter tetap berada d|i bawah 

yur|isd|iks|i pengad|ilan m|il|iter, sementara kejahatan umum yang d |ilakukan oleh 

anggota angkatan bersenjata harus d|iselesa|ikan oleh pengad|ilan umum.  

S|ingkatnya, untuk mengh|ilangkan keraguan dalam s|istem perad|ilan m|il|iter, 

d|iperlukan reformas|i dan rev|is|i besar-besaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Perad |ilan M|il|iter. Undang-undang |in|i akan member|ikan 

def|in|is|i yang leb|ih jelas tentang wewenang pengad |ilan m|il|iter, yang saat |in|i 

terbatas pada pengad |ilan terhadap personel m|il|iter yang melakukan kejahatan 

m|il|iter murn|i.18  

 
17 “Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Untuk Mengakhiri 
Kultur Impunitas Dan Ketidakadilan,” YLBHI, August 9, 2023, https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-
pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-
mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/. 
18 Ricardo Sinaga, Hendri Jayadi Pandiangan, and Tatok Sudjiarto, “PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA ANGGOTA TNI AKTIF DALAM KASUS PENGANIAYAAN SIPIL MENURUT HUKUM PIDANA MILITER,” 
Jurnal Dimensi Hukum 10, no. 1 (2026): 49–54, https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/891. 
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Sela|in |itu, perlu d|ilakukan upaya pembentukan jo|int tr|ibunal yang d|iupayakan 

mel|ibatkan hak|im dar|i Perad|ilan Umum dan M|il|iter seh|ingga dapat menjad|i suatu 

solus|i secara trans|is|ional sebelum d|ilaksanakan secara penuh, sebaga|imana 

d|iusulkan |ICJR dalam RUU Perad |ilan M|il|iter juga dengan melakukan upaya 

pem|isahan secara struktural antara lembaga yud |ikat|if m|il|iter dan komando TN|I 

untuk menjam|in tercapa|inya |independens|i dalam perad|ilan m|il|iter.  

Keseluruhan upaya s|inkron|isas|i terhadap dual|isme dalam s|istem perad|ilan 

m|il|iter yang d|ilakukan melalu|i reformas|i terhadap perundangan dan peraturan 

yang menjad|i dasar pelaksanaan perad |ilan m|il|iter serta |implementas|inya 

d|iharapkan dapat mengurang|i dan menghent|ikan anggapan adanya d |iskr|im|inas|i 

dalam penegakan hukum, menguatkan pr|ins|ip persamaan d|i depan hukum, dan 

men|ingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang 

mel|ibatkan anggota m|il|iter dan s|istem perad|ilan |Indones|ia. Sela|in sebaga|i upaya 

s|inkron|isas|i, reformas|i terhadap perundangan dan |implementas|inya d|iperlukan 

juga untuk menyesua|ikan s|istem hukum nas|ional dengan standar hak asas|i 

manus|ia |internas|ional dan mendorong munculnya s|istem perad|ilan yang ad|il, jujur, 

dan akuntabel untuk seluruh warga negara, ba |ik warga s|ip|il maupun anggota 

m|il|iter. Namun, mesk|ipun dasar hukum untuk kewenangan perad |ilan m|il|iter 

sangat kuat, tetap diperlukan adanya evaluasi yang bersifat normatif terhadap 

kompatibilitas sistem yang telah digunakan tersebut dengan dasar penerapan 

prinsip hak asasi manusia dan upaya reformasi di sektor peradilan dalam era 

demokratisasi sebagaimana saat ini sedang berkembang.19 

2. Penerapan Due Process Approach dalam Peradilan Militer 

Pendekatan Due Procces dalam Pengadilan Militer mengacu pada penerapan 
prinsip-prinsip "Due Process of Law" atau proses hukum dengan keadilan pada 
sistem peradilan militer, yang biasanya berbeda dari sistem peradilan sipil karena 
sifat dan kebutuhan militer yang khas. Beberapa aspek penting dari Due Process 
Approach dalam konteks pengadilan militer yaitu, hak atas pengadilan yang adil dan 
independent, hak untuk membela diri, hak untuk diberitahu dakwaan, persidangan 
terbuka dan transparan, presumption of innocence, dan hak mengajukan banding.  
Selain mengatur substans|i kead|ilan, gagasan tentang proses hukum dengan ad|il 
menjam|in bahwa proses hukum yang berka |itan pada terdakwa d|ilakukan secara 
sah dan bebas dar|i paksaan. |Integr|itas hak|im dan fungs|i pent|ing mereka sangat 
pent|ing untuk mencapa|i gagasan proses hukum yang ad |il. Hak|im harus selalu 
menjunjung t|ingg|i n|ila|i-n|ila|i |independens|i dan ket|idakberp|ihakan perad|ilan 
dalam menjalankan tugas-tugas perad|ilan mereka. 20 

 
19 Junaedi and Moeklas, “Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.” 
20 First Lailatul Azizah et al., “Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap 
Warga Sipil,” Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan Sosial 1, no. 1 (2025): 1–6, 
https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/86. 
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Landasan fundamental untuk menjam|in kead|ilan prosedural dalam semua 
proses hukum adalah prem|is Due Process of Law (proses hukum yang ad|il).21 Dalam 
pelaksanaan dan pencapa|ian pr|ins|ip Due Process of Law menuntut pelaksanaan 
penegakan hukum melalu|i proses perad|ilan agar set|iap |ind|iv|idu yang menjad|i 
warga negara t|idak boleh d|irampas kemerdekaannya, nyawanya, atau hak m|il|iknya 
tanpa melalu|i prosedur hukum yang sah. Dalam s|istem perad|ilan m|il|iter upaya 
penerapan pr|ins|ip Due Process of Law (proses hukum yang ad|il serta benar) dalam 
perad|ilan m|il|iter menghadap berbaga|i hal yang dapat d|isebut sebaga|i kendala 
karena harus mencapa|i kese|imbangan antara pemenuhan dan perl|indungan 
terhadap hak asas|i |ind|iv|idu dengan adanya kepent|ingan berupa pertahanan negara 
serta penegakan d|is|ipl|in dalam |inst|itus|i m|il|iter.  

 Secara konseptual untuk mencapa|i pr|ins|ip Due Process of Law dalam s|istem 
perad|ilan m|il|iter maka secara substant|if aturan hukum yang d|igunakan dalam 
s|istem perad|ilan m|il|iter sepert|i KUHPM dan UU D|is|ipl|in M|il|iter harus bers|ifat ad|il, 
t|idak sewenang-wenang, dan juga mem|il|ik|i tujuan yang sah bag|i organ|isas|i 
m|il|iter.22 Secara normatif, peradilan militer di Indonesia seringkali diklaim telah 
memenuhi standar due process of law. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa 
terdakwa militer memiliki hak untuk didampingi pembela, sidang dilaksanakan 
secara terbuka, dan adanya proses banding serta kasasi. Namun, penggunaan 
kerangka Due Process Approach melampaui sekadar kepatuhan prosedur formal. 
Sedangkan secara prosedural penegakan hukum dalam perad |ilan m|il|iter dengan 
berpedoman pada Undang-undang Perad|ilan M|il|iter harus melalu|i tahapan yang 
transparan, mula|i dar|i peny|id|ikan oleh POM, penuntutan oleh Od |itur, h|ingga 
pelaksanaan pers|idangan d|i dalam Pengad|ilan M|il|iter. Hal tersebut d|iatur melalu|i 
Hukum Acara P|idana M|il|iter dan peraturan perundangan la|in yang berlaku. 

Upaya penerapan pr|ins|ip Due Process of Law dalam pelaksanaan perad|ilan 
m|il|iter d|ilakukan dengan mengutamakan hak atas perad|ilan yang |independen 
kepada pelaku p|idana yang merupakan anggota m|il|iter melalu|i penetapan hak|im 
yang mem|imp|in s|idang d|i mana mesk|ipun hak|im m|il|iter merupakan prajur|it akt|if, 
namun secara tekn|is yud|is|ial hak|im m|il|iter tersebut tetap tunduk d|i bawah aturan 
Mahkamah Agung. Hal |in|i sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945, dengan tujuan 
menjam|in kemand|ir|ian hak|im dar|i |intervens|i komando dalam s|istem m|il|iter. 
Masalah utama yang dihadapi adalah Imparsialitas dan Independensi Struktural. 
Dalam sistem peradilan militer saat ini, hakim militer memiliki status ganda, mereka 
adalah pejabat yudisial, namun sekaligus merupakan prajurit aktif yang tunduk 
pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Secara administratif dan pembinaan karier, 
mereka berada di bawah garis komando Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. 
Ambivalensi posisi ini memunculkan kekhawatiran adanya command influence 
(pengaruh komando) dalam memutus perkara. Kond|is|i tersebut d|iharapkan dapat 
member|ikan jam|inan bahwa keputusan yang d|ihas|ilkan dalam perad|ilan m|il|iter 
t|idak d|idasarkan pada per|intah atasan (komando), mela|inkan pada fakta hukum 
yang terungkap dalam pers|idangan m|il|iter. Yur|isd|iks|i pengad|ilan m|il|iter 

 
21 Jorza Sepmiko and Rahmat Saputra, “Pelanggaran Due Process of Law Pada Implementasi Aturan 
Perbantuan TNI Kepada POLRI,” Jurnal Hukum Sasana 11, no. 1 (2025): 134–48, 
https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963. 
22 Dede Dwi Syahputra, “The Military Prosecution System Within Scope of Military Criminal Law 
Enforcement,” Ratio Legis Journal 4, no. 4 (2025): 3231–40. 
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d|itegaskan kembal|i dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, yang 
member|ikan kewenangan kepada pengad |ilan m|il|iter untuk meng|interogas|i dan 
menghukum anggota angkatan bersenjata. Namun, perkembangan hukum yang 
d|inam|is melalu|i TAP MPR No. V|I|I/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 
2004 mengungkapkan keb|ijakan baru yang bertujuan untuk mem|isahkan 
yur|isd|iks|i. Dalam konteks |in|i, pelanggaran yang berka|itan dengan urusan m|il|iter 
akan tetap berada d|i bawah yur|isd|iks|i pengad|ilan m|il|iter, sedangkan kejahatan 
umum yang d|ilakukan oleh anggota angkatan bersenjata harus d |itangan|i oleh 
pengad|ilan umum.23 

Sela|in penetapan hak|im m|il|iter dar|i s|is|i terdakwa juga d|iber|ikan hak untuk 
membela d|ir|i ba|ik melalu|i pembelaan mand|ir|i maupun melalu|i pembelaan dengan 
menggunakan penas|ihat hukum ba|ik dar|i d|inas hukum m|il|iter maupun pengacara 
s|ip|il. Sela|in |itu, selama proses hukum m |il|iter, pr|ins|ip praduga tak bersalah harus 
berlaku bag|i terdakwa. |In|i berart|i bahwa anggota m|il|iter yang d|iduga melakukan 
t|indak p|idana d|ianggap t|idak bersalah h|ingga keputusan pengad|ilan yang def|in|it|if 
dan meng|ikat d|ikeluarkan. Setelah d|ilakukan proses perad|ilan dan memperoleh 
von|is hukum maka bag|i terp|idana juga d|ised|iakan mekan|isme untuk mengajukan 
band|ing dan kasas|i melalu|i Pengad|ilan M|il|iter T|ingg|i dan Utama sebaga|i upaya 
untuk melakukan koreks|i terhadap dugaan kesalahan terhadap prosedur atau 
putusan d|i pengad|ilan m|il|iter t|ingkat pertama. 

Salah satu bentuk pelaksanaan pr|ins|ip Due Process of Law adalah 
d|iberlakukannya KUHAP Baru ya|itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2025 dan KUHP Nas|ional, yang member|ikan penguatan terhadap penerapan Due 
Process d|i perad|ilan m|il|iter ya|itu melalu|i legal|itas penahanan d|i mana prosedur 
penahanan anggota m|il|iter yang d|iduga melakukan t|indak p|idana saat |in|i leb|ih 
ketat pengawasannya agar dapat mengh|indar|i t|indakan peny|iksaan oleh sesama 
anggota m|il|iter atau d|ilakukannya penahanan tanpa batas waktu yang jelas. 
T|indakan penahanan dapat d |ilakukan oleh peny|id|ik atas per|intah Ankum (Atasan 
yang Berhak Menghukum), Perw|ira Penyerah Perkara (Papera), atau Hak|im sesua|i 
Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perad |ilan M|il|iter. 
Duras|i penahanan pada t|ingkat peny|id|ikan berlaku maks|imal 20 har|i sesua|i 
dengan Pasal 78 ayat 1 dan dapat d |iperpanjang h|ingga total maks|imal 200 har|i 
sebelum tersangka harus d|ikeluarkan dem|i hukum. 

Keadilan prosedural (procedural justice) tidak akan bermakna tanpa 
independensi struktural. Jika seorang hakim merasa nasib karier dan pangkatnya 
bergantung pada pimpinan yang mungkin memiliki kepentingan terhadap kasus 
tertentu, maka objektivitas putusan menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, 
reorientasi due process harus diarahkan pada reposisi kompetensi absolut: bahwa 
untuk tindak pidana umum, prajurit harus diadili di peradilan umum sebagai 
manifestasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman yang terpisah dari eksekutif 
(militer).24 

 
23 Dendy Steferry Winanto, Mulyono, and Aos Sutisna, “Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian 
Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025): 
3302–12, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1593. 
24 Reggina Ladya Prasetyo, Josepus Jullie Pinori, and Dientje Rumimpunu, “Analisis Putusan Pengadilan 
Militer Dalam Menangani Kasus Mutilasi Dan Perampokan Oleh Anggota TNI Di Mimika,” Lex Crimen Jurnal 
Fakultas Hukum UNSRAT 13, no. 3 (2025). 
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3. Social Justice  

Selama berabad-abad, filsafat, etika, dan hukum semuanya sangat berfokus 
pada gagasan keadilan, atau konsep keadilan. Plato, yang berpendapat bahwa 
keadilan adalah kebijakan negara yang ideal, Aristoteles, yang berpendapat bahwa 
keadilan adalah keadilan distributif dan keadilan korektif, John Rawls, yang 
berpendapat bahwa keadilan adalah kesepakatan sosial dalam bukunya "A Theory 
of Justice" dan Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip 
etika fundamental, adalah beberapa individu yang telah mempelopori dan 
memengaruhi pemahaman kita tentang keadilan. Keadilan yang didasarkan pada 
norma dan cita-cita yang diterima secara sosial dikenal sebagai keadilan sosial. 
Kesetaraan, keadilan, keseimbangan hak dan tanggung jawab.  

Keadilan Sosial (Social Justice) merupakan suatu prinsip yang menekankan 
pada pemerataan hak, keadilan substantif, dan perlindungan terutama terhadap 
kelompok rentan. Prinsip keadilan sosial juga menuntut penegakan hak asasi 
manusia secara menyeluruh tanpa diskriminasi baik anggota masyarakat sipil 
maupun anggota militer. Anggota militer dianggap sebagai suatu kekhususan dan 
tidak sama dengan warga sipil, hal tersebut mendorong kecenderungan untuk 
memberikan perlakuan yang beda dalam sistem peradilannya. Oleh karena itu 
dalam perspektif Social Justice, sistem peradilan militer yang bersifat tertutup, tidak 
akuntabel, dan cenderung diskriminatif terhadap warga sipil merupakan suatu 
bentuk ketidakadilan struktural. Apabila dalam kondisi demikian maka sistem 
peradilan militer dituntut prinsip keadilan sosial untuk berformasi agar transparan, 
akuntabel, dan tunduk pada pengadilan umum terutama dalam kasus pelanggaran 
oleh anggota militer terhadap hak warga sipil. 

4. Sinkronisasi Dualisme dan Penerapan Due Process Approach dalam 

Peradilan Militer untuk Mewujudkan Social Justice 

Ditengah era globalisasi saat ini yang dituntut atas keterbukaan informasi serta 

transparasi mengenai pengambilan Keputusan. Tujuan utama kehadiran anggota 

militer dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa TNI 

difungsikan sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara serta pelindung 

rakyat dari ancaman militer baik dalam negeri maupun luar negeri.25 Dualitas 

yurisdiksi antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum Indonesia merupakan 

isu fundamental yang menyentuh unsur-unsur Teori Kepastian Hukum Gustav 

Radbruch, bukan sekadar isu prosedural teknis. Menurut Radbruch, agar hukum 

dapat memenuhi tujuannya, hukum tersebut harus pasti. Namun, terdapat aturan 

yang kontradiktif dalam konteks Indonesia. Di satu sisi, pembagian kekuasaan 

berdasarkan sifat kejahatan diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 

 
25 Marissa Oktora, “Asas Keadilan Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Pada 
Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (UIN Raden Fatah Palembang, 2025). 
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65, ayat (2). Namun, prinsip individualitas yang sangat ketat masih dipertahankan 

dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang mengatur Pengadilan Militer.26 

Secara teori, hal ini menyebabkan "kekosongan hukum fungsional," di mana 

hukum yang lebih baru (UU TNI) tidak dapat diberlakukan karena peraturan 

pelaksanaannya (UU Peradilan Militer) belum diperbarui. Prinsip Lex Posterior 

Derogat Legi Priori, yang menyatakan bahwa hukum baru menggantikan hukum 

lama, dilanggar oleh hal ini. Norma prosedural yang transparan harus disatukan 

untuk sinkronisasi hukum berdasarkan pendekatan Due Process Approach.27 

Menurut Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu, kewenangan yudisial harus 

dibedakan dari kewenangan eksekutif. Secara teoritis, sistem peradilan militer yang 

ada, yang masih sangat bergantung pada perwira yang mengajukan kasus (Papera) 

dan atasan yang berwenang menghukum (Ankum), merupakan contoh kekuasaan 

komando (eksekutif-militer) yang mengganggu independensi hakim. Dengan 

demikian, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Konstitusi 1945, sinkronisasi melalui 

rujukan prajurit ke pengadilan umum untuk pelanggaran umum merupakan 

kebutuhan penting untuk mewujudkan kekuasaan yudisial yang independen.28  

Pengadilan militer dan pengadilan umum memiliki yurisdiksi terpisah di bawah 

sistem hukum Indonesia. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan landasan hukum untuk 

dualisme ini: "Tentara TNI berada di bawah kewenangan Pengadilan Militer dalam 

kasus pelanggaran hukum pidana militer dan berada di bawah kewenangan 

Pengadilan Umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum." Namun, 

penggunaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang 

Pengadilan Militer, yang menciptakan kontradiksi dalam hal yurisdiksi yang ambigu 

atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota di luar tugasnya, seperti pemerkosaan 

dan pembunuhan warga sipil. Selain merusak legitimasi sistem hukum, kekuasaan 

peradilan militer yang ambigu menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan 

substantif bagi masyarakat umum. Sistem peradilan yang tidak transparan dan tidak 

inklusif mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, menurut 

berbagai penelitian internasional. Menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, 

peradilan militer di Indonesia masih positivistik dan tidak fleksibel, menekankan 

implementasi formal hukum daripada keadilan substantif.  

 
26 Yasmirah Mandasari Saragih et al., “Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak 
Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana,” Tut Wuri Handayani 4, no. 2 
(2025), https://doi.org/10.59086/jkip.v4i2.911. 
27 Imam Ghozali, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi 
Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia,” Jurnal Res Justitia: 
Jurnal Ilmu Hukum 2 (2022), https://doi.org/10.46306/rj.v2i2. 
28 Wicaksono, Sagala, and Jaeni, “Penerapan Asas Kepentingan Militer Terhadap Prajurit TNI Yang 
Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia.” 
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Dualisme yurisdiksi peradilan militer di Indonesia merupakan permasalahan 

mendasar yang mencederai asas persamaan di hadapan hukum.29 Beberapa 

masalah yang dapat melatarbelakangi diperlukannya reformasi peradilan militer 

diantaranya adalah kurangnya keterbukaan dan akuntanbilitas terhadap sistem 

peradilan militer di Indonesia, yurisdiksi peradilan militer yang kurang mendukung 

keadilan, kerentanan perlindungan terhadap warga sipil, munculnya kesenjangan 

dalam proses hukum peradilan militer dan ketidaksesuaian antara sistem peradilan 

militer Indonesia dengan standar internasional. Dualitas yang terjadi secara 

kebetulan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer di Indonesia merupakan 

isu fundamental yang menyentuh unsur-unsur Teori Kepastian Hukum Gustav 

Radbruch, bukan sekadar isu prosedural teknis. Menurut Radbruch, peran hukum 

membutuhkan kepastian. Namun, terdapat norma-norma yang kontradiktif (konflik 

norma) dalam konteks Indonesia. Di satu sisi, UU No. 34 Tahun 2004 yang 

membentuk TNI, Pasal 65 ayat (2) menguraikan kewenangan berdasarkan jenis 

tindak pidana. Namun, prinsip individualitas yang sangat ketat masih 

dipertahankan dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang mengatur Pengadilan Militer. 

Model Due Process Herbert L. Packer dan implementasi pendekatan Due Process 

Approach dalam sinkronisasi ini sangat terkait. Menurut Packer, sistem peradilan 

pidana harus menyerupai "rintangan" yang menantang untuk melindungi hak-hak 

individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hal tersebut 

dimaksudkan agar proses awal hingga pelaksanaan persidangan militer dapat 

memenuhi hak atas peradilan yang independent bagi pelaku tindak pidana, 

penerapan proses penahanan yang dilakukan oleh petugas yang sah dengan 

didasarkan pada peraturan perundangan terutama berkaitan dengan durasi waktu 

penahanan dan potensi keamanan tersangka tindak pidana selama proses 

penahanan, kesempatan untuk membela diri secara mandiri maupun dengan 

dibantu penasehat hukum, penerapan prinsip praduga tak bersalah selama proses 

persidangan sampai pada penyediaan mekanisme untuk melakukan banding atau 

kasasi melalui tingkat peradilan militer yang lebih tinggi seperti pengadilan militer 

tinggi dan utama. Penguatan hak tersangka militer untuk mendapatkan pembelaan 

hukum independen harus menjadi fokus narasi sinkronisasi. Sinkronisasi hukum 

akan menjamin bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang 

melindungi hak asasi manusia, diikuti dalam semua prosedur untuk menetapkan 

bukti dan menegakkan hukuman.  

Pendekatan proses hukum yang menyeluruh diperlukan untuk perombakan 

mendasar sistem peradilan militer Indonesia guna mencapai keadilan sosial. Dalam 

situasi ini, Kebuntuan revisi UU No. 31 Tahun 1997 selama lebih dari dua dekade di 

lembaga legislatif mencerminkan adanya resistensi politik hukum yang signifikan. 

 
29 Ramadlon Adi Ali Fikri et al., “Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak 
Pidana Umum Yang Dilakukan Anggota TNI,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 4 (2025), 
https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1988. 
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Salah satu titik hambat utama adalah definisi "Tindak Pidana Militer". Pihak militer 

cenderung menginginkan definisi yang luas untuk mencakup segala tindakan 

prajurit guna menjaga moralitas dan disiplin korps. Di sisi lain, kelompok 

masyarakat sipil menuntut agar prajurit yang melanggar hukum pidana umum 

diperlakukan sama dengan warga negara lainnya di bawah yurisdiksi peradilan 

umum keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi hukum yang 

menghilangkan dualitas yurisdiksi antara UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 34 

Tahun 2004. Karena tentara yang melakukan kejahatan umum seringkali tidak 

dihukum di pengadilan umum karena kurangnya sinkronisasi ini, terdapat 

"kekosongan hukum fungsional" yang bertentangan dengan prinsip kepastian 

hukum Gustav Radbruch dan membuat warga sipil merasa diperlakukan tidak 

adil.30  

Upaya melakukan sinkronisasi terhadap adanya dualisme sistem peradilan 

militer untuk memutus rantai impunitas di tengah kebuntuan legislasi melalui 

optimalisasi Mekanisme Koneksitas yang diperbarui. Saat ini, perkara koneksitas 

seringkali dianggap sebagai prosedur yang rumit dan jarang diimplementasikan. 

Yang dimana perlu model penguatan sebagai berikut : 

 

a) Eksistensi Jaksa Agung sebagai Dominus Litis: Dalam perkara pidana 

umum yang melibatkan militer dan sipil, Jaksa Agung (sipil) harus 

ditempatkan sebagai pemegang otoritas penuntutan tertinggi. Hal ini 

krusial untuk menjamin bahwa proses hukum tidak "dihentikan" secara 

sepihak oleh otoritas internal militer. 

 

b) Transparansi Penyidikan: Diperlukan regulasi yang mewajibkan 

penyidikan dilakukan secara terpadu antara Polri dan Polisi Militer di 

bawah koordinasi Kejaksaan. 

 

Solusi ini merupakan langkah transisi yang konkret untuk mewujudkan Social 

Justice tanpa harus menunggu perubahan undang-undang secara menyeluruh yang 

seringkali terganjal kepentingan politik. Salah satu kritik tajam terhadap sistem 

peradilan militer saat ini adalah pendekatannya yang terlalu retributive (fokus pada 

penghukuman pelaku). Dalam banyak kasus, hukuman bagi prajurit yang melanggar 

hukum seringkali hanya berhenti pada sanksi disiplin atau kurungan, sementara 

hak-hak korban sipil (terutama dalam kasus kekerasan) sering terabaikan,  dengan 

begitu diperlukannya jaminan atau kontribusi bagi pencapaian keadilan untuk 

korbannya khususnya jika korbannya adalah warga sipil. Hal tersebut perlu 

didorong juga dengan upaya untuk menjamin bahwa tidak ada pelaku tindak pidana 

yang kebal hukum meskipun anggota militer. Pencapaian keadilan bagi korban 

 
30 Ghozali, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan 
Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia.” 
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tersebut akan lebih mudah dicapai dengan meningkatkan transparansi pelaksanaan 

peradilan militer baik jika dilakukan secara terbuka juga memberikan akses bagi 

lembaga independen publik untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan 

atas jalannya persidangan dan mengawal hingga pencapaian putusan yang inkrah. 

Sedangkan social justice yang harus dicapai bagi anggota militer sendiri selaku 

warga negara dilakukan dengan memberikan perlindungan atas hak terdakwa 

melalui pemberian kesempatan pembelaan yang setara sesuai Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1997 sehingga mempersempit kemungkinan akan adanya 

tindakan yang sewenang-wenang dari atasan terhadap bawahan selama dalam 

proses hukum yang dijalani. Selain itu tuntutan agar Peradilan Militer mampu 

membedakan antara tindakan pelanggaran disiplin murni terhadap aturan militer 

dengan pelanggaran terhadap hak dasar orang lain yang berwujud tindak pidana. 

Hal tersebut akan berakibat pada penetapan putusan peradilan militer apakah 

pemberian hukuman merupakan bentuk pembinaan dan menjaga disiplin anggota 

militer sehingga akan dapat menjalankan tugas negara dengan lebih baik atau 

putusan yang merupakan hukuman sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap 

hak dasar orang lain. 

Konsep Social Justice menuntut adanya pemulihan keadaan bagi korban yang 

menderita kerugian. Dalam UU No. 31 Tahun 1997, mekanisme mengenai Restitusi 

(ganti rugi) bagi korban sipil masih sangat minim dan sulit diakses. Sinkronisasi 

yuridis harus mampu mengintegrasikan prinsip Restorative Justice, di mana 

pengadilan militer (selama masih memiliki yurisdiksi) wajib menyertakan amar 

putusan mengenai ganti rugi yang dieksekusi secara nyata.  

Tanpa adanya kepastian mengenai hak restitusi, peradilan militer hanya akan 

dipandang sebagai instrumen internal untuk menjaga citra institusi, bukan sebagai 

lembaga penegak keadilan yang melayani kepentingan publik. Keadilan sosial hanya 

akan tercapai jika "korban" ditempatkan kembali pada posisi semula melalui 

kompensasi yang adil dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alamKesamaan 

kesempatan memperoleh keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana, 

baik warga sipil ataupun anggota militer dalam pelaksanaan penegakan proses 

hukum di peradilan militer akan tercapai dan hal tersebut menunjukkan adanya 

pencapaian social justice. 

D. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme dalam sistem 

peradilan militer di Indonesia, yang dipicu oleh ketidaksinkronan antara UU No. 

31 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2004, telah menghambat terciptanya 

kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat maupun prajurit itu 

sendiri. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan legislatif segera 

melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dengan 

mengadopsi due process approach guna memastikan bahwa setiap tindak 
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pidana umum yang dilakukan oleh prajurit diadili di peradilan umum, sehingga 

prinsip equality before the law dapat ditegakkan demi memperkuat integritas 

negara hukum yang demokratis di Indonesia. 
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